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Kata Pengantar 

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang melimpahkan rahmat dan karunia-

Nya, sehinngga penyusun dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Analisis 

Akuntabilitas, Transparansi, dan Partisipasi Pengelolaan Alokasi Dana Desa 

(ADD) di Desa Prabumenang Kecamatan Merapi Timur Kabupaten Lahat”. 

Akuntansi pemerintahan memiliki peran dalam pengelolaan keuangan publik 

dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, mulai dari tata kelola 

keuangan pusat, daerah, maupun desa. Prinsip dalam akuntansi pemerintahan 

seperti akuntanbilitas dan transparasi pengelolaan keuangan publik bukan hanya 

sebagai bentuk kewajiban bagi pemerintah pusat namun daerah seperti desa.  

Desa Prabumenang merupakan salah satu desa yang mendapatkan alokasi 

dana desa (ADD) dari pemerintah pusat serta mendapatkan tugas untuk 

mengimplementasikan Alokasi Dana Desa Tahun 2017 sebagai pembangunan 

desa untuk mensejahterakan masyarakat yang mana pada perangkat desa masih 

belum memiliki kesiapan 100% untuk menggunakan Alokasi Dana Desa sebagai 

pembangunan desanya sesuai dengan peraturan pemerintah. 

Pengelolaan Alokasi Dana Desa penting yang baik sangat penting bagi 

kelangsungan dan perkembangan organisasi karena erat kaitannya dengan 

kelangsungan kesejahteraan masyarakat luas.    

Skripsi ini disusun sebagai syarat menyelesaikan jenjang Strata 1 (satu) 

guna meraih gelar sarjana di Universitas Muhammadiyah Palembang. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

 Akuntansi pemerintahan memiliki peran dalam pengelolaan 

keuangan publik dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, 

mulai dari tata kelola keuangan pusat, daerah, maupun desa. Prinsip dalam 

akuntansi pemerintahan seperti akuntanbilitas dan transparasi pengelolaan 

keuangan publik bukan hanya sebagai bentuk kewajiban bagi pemerintah 

pusat maupun daerah seperti desa. 

Pemerintahan daerah adalah pemerintahan yang menyelenggarakan 

urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantu dengan 

prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan 

Republik Indonesia. Pemberian otonomi luas kepada daerah diharapkan 

mampu meningkatkan daya saing dengan ras keadilan dan kepatuhan serta 

mengutamakan kepentingan masyarakat setempat. Konsekuensi adanya 

ketentuan pelaksanaan otonomi desa, tersedianya dana yang cukup. 

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-

batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan 

masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul serta adat istiadat setempat 

yang diakui dan dihormati oleh negara. Desa dapat diubah atau 

disesuaikan statusnya menjadi kelurahan berdasarkan prakarsa 
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pemerintahan desa bersama badan legislatif desa dengan memperhatikan 

saran dan pendapat masyarakat setempat.  

Desa sebagai unit organisasi pemerintahan yang berhadapan 

langsung dengan masyarakat dengan segala latar belakang kepentingan 

dan kebutuhannya mempunyai peranan yang strategis. Dikarenakan 

kemajuan sebuah negara pada dasarnya sangat ditentukan oleh kemajuan 

desa, karena tidak ada negara yang maju tanpa provinsi yang maju, tidak 

ada provinsi yang maju tanpa kabupaten yang maju, dan tidak ada 

kabupaten yang maju tanpa desa dan kelurahan yang maju. Ini berarti 

bahwa basis kemajuan sebuah negara ditentukan oleh kemajuan desa. 

Pemerintahan mengeluarkan kebijakan yang terdapat di dalam 

Peraturan Pemerintahan Nomor 72 Tahun 2005 tentang desa bahwa dana 

perimbangan keuangan pusat dan daerah yang di terima oleh 

kabupaten/kota yang dalam pembagiannya untuk tiap desa dibagikan 

secara proposional yang disebut dengan Alokasi Dana Desa (ADD). 

Dalam penggunaan Alokasi Dana Desa memerlukan adanya perencanaan, 

pelaksanaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban terhadap 

pengguaannya. 

Permendesa No. 5 Tahun 2015 yaitu ADD sebagai bantuan 

stimulasi atau dana perangsang untuk mendorong dalam membiayai 

program penyelenggaraan pemerintahan desa,  pelaksanaan pembangunan, 

pembinaan masyarakat, dan pemberdayaan masyarakat. 

 



2 
 

x 
 

Permendagri No. 113 Tahun 2014 menjelaskan bahwa, keuangan 

desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang 

serta segala sesuatu yang berupa dan barang yang berhubungan dengan 

pelaksanaan hak dan kewajiban desa. 

Berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 

bertujuan untuk memberikan pengakuan dan kejelasan kepada desa akan 

status dan kedudukannya dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia, 

negara memberikan kewenangan desa dalam melestarikan adat dan tradisi 

serta budaya masyarakat desa. Pasal 4 ayat 7 Permendagri No. 37 Tahun 

2007 tenatang pedoman pengelolaan keuangan desa, dikatakan transparan 

adalah prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk 

mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang 

keuangan daerah.  Peraturan Bupati Lahat No. 3 Tahun 2017 menyatakan 

bahwa pelaksanaan kebijakan alokasi dana desa merupakan wujud dari 

pemenuhan hak desa untuk menyelenggarakan otonominya agar tumbuh 

dan berkembang mengikuti pertumbuhan dari desa itu sendiri berdasarkan 

keragaman, partisipasi, otonomi asli, dan pemberdayaan masyarakat. 

Akuntabilitas publik adalah kewajiban pihak pemegang amanah 

(agent) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, 

dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi 

tanggungjawab kepada pihak pemberi amanah (principal) yang memiliki 

hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut 

(Mahmudi, 2016: 18 ). 
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Akuntabilitas dalam pengelolaaan keuangan desa adalah perwujudan 

kewajiban untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian 

sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercaya dalam rangka 

pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. 

Transparasi dibangun atas dasar kebebasan memperoleh informasi. 

Informasi yang berkaitan dengan kepentingan publik secara langsung 

dapat diperoleh oleh mereka yang membutuhkan (Mardiasmo, 2009: 18).  

Partisipatif adalah prinsip dimana masyarakat berperan secara aktif 

dalam proses atau alur tahapan program dan pengawasan. Mulai dari tahap 

sosialisasi, perencanaan, pelaksanaan, dan pelestarian, kegiatan dengan 

memberikan sumbangan tenaga, pikiran, atau dalam bentuk materil (PTO 

PNPM ppk, 2014) 

Pengoptimal petensi desa di kabupaten lahat, pemerintahan daerah lahat 

memfokuskan dana desa untuk pembangunan infrastruktur khususnya desa 

tertinggal untuk meningkat kesejahteraan masyarakat perdesaan kemudian 

juga untuk meningkatkan pelayanan publik di desa, mengetaskan 

kemiskinan, memajukan perekonomian desa, mengatasi kesenjangan 

pembangunan antardesa, serta memperkuat masyarakat desa sebagai 

subjek dari pembangunan. 

Berikut ini tabel Alokasi Dana Desa di Kecamatan Merapi Timur 

Kabupaten Lahat 2017 
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Tabel I. 1 

Alokasi Dana Desa Kecamatan Merapi Timur 

Kabupaten Lahat Tahun 2017 

 

No  Nama  Desa Jumlah Alokasi Dana Desa (RP) 

1 Lematang jaya 313,990,000 

2 Sangkuang 303,190,000 

3 Tanjung Lontar 303,190,000 

4 Muara Lawai 301,990,000 

5 Tanjung Jambu 323,590.000 

6 Gunung kembang 342,790,000 

7 Prabumenang 323,590.000 

8 Sirah pulau 303,190,000 

9 Arahan 334,390,000 

10 Nanjungan 293,390,000 

11 Banjar sari 312,790,000 

12 Cempaka Wangi 303,190,000 

13 Gedung Agung 364,390,000 

       Sumber : Kecamatan Merapi Timur, 2019 

              

 

Dilihat dari tabel diatas telah tercatat Alokasi Dana Desa di desa-

desa yang berada di Kecamatan Merapi Timur dari jumlah Alokasi Dana 

Desa terendah seperti desa nanjungan yang memiliki alokasi dana desa 

sebesar Rp 293.390.000 hingga jumlah alokasi dana desa tertinggi seperti 

desa gedung agung sebesar Rp 364.390.000. Dalam beberapa kondisi dana 

ADD ini rawan terhadap penyelewengan oleh pihak-pihak tertentu yang 

seharusnya bisa di percaya oleh masyarakat dalam membangun desa 

menjadi lebih maju dan berkembang. Apabila melihat jumlah ADD yang 

lebih besar dari satu desa ke desa yang mendapatkan jumlah ADD yang 

lebih kecil seperti diatas apakah desa-desa yang mendapatkan ADD 

beserta elemen yang ada mampu melaksanakan pengelolaan anggaran 

secara baik. Pembagian  ADD diatas  berdasarkan luas wilayah dan jumlah 

penduduk yang ada di desa. Adanya alokasi dana desa yang berasal dari 

 

5 



2 
 

xiii 
 

APBN dan dialokasikan ke 13 desa di Kecamatan Merapi Timur. Kucuran 

dana ini diharapkan dapat membuat desa menjadi desa yang mandiri dan 

sejahterah, untuk itu dana desa harus dapat dilaksanakan oleh aparatur 

desa bersama masyarakat untuk menerapkan transparansi dan partisipasi. 

Penelitian ini dilakukan di desa Prabumenang Kecamatan Merapi Timur 

Kabupaten Lahat.  

Berikut ini tabel mengenai Realisasi Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Desa Prabumenang Kecamatan Merapi Timur Kabupaten Lahat. 

Tabel I. 2 

Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan  

dan Belanja Desa Prabumenang 

Tahun 2016-2017 

                ( Dalam Jutaan Rupiah) 

Uraian Anggaran 2016 
Realisasi 

Anggaran 

Anggaran 

2017 

Realisasi 

Anggaran 

Dana Desa  608,450,000 608,000,000 776,083,000 776,083,000 

Alokasi Dana Desa  141,352,800 121,500,000  323,590,000  320,000,000 

Bagian Hasil Pajak dan 

Retrubusi Daerah 

   11,560,000   11,560,000    12,338,000   12,338,000 

Jumlah Pendapatan 

Transfer 

    761,362,800 741,060,000 1,112,011,000 1,108,421,000 

Pendapatan lain-lain - - - - 

Jumlah pendapatan 761,362,800 741,060,000 1,112,011,000 1,108,421,000 

Belanja      

Bidang penyelenggaraan 

pemerintahan  

122,400,000   72,000,000    226,265,000    226,000,000 

Bidang pelaksanaan 

pembangunan pemerintah  

585,346,500  535,000,000   798,180,600   768,000,000 

Bidang pembinaan 

kemasyarakatan 

  18,952,800    15,100,000     61,663,000      61,000,000 

Bidang pemberdayaan 

masyarakat desa  

   37,663,500    36,000,000      33,646,400 32,500,000 

Jumlah belanja 764,368,800      658,100,000  1,119,755,000      1,087,500,000  

Surpulus/desfisit      -3,006,000         82,960,000        -7,744,000 20,921,000 

Sumber: Pemeritahan Desa Prabumenang, 2019 
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Tabel I. 2 menunjukkan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa 

Prabumenang dari tahun 2016-2017 yang terdiri antara lain Dana Desa, 

Bagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah, dan Alokasi Dana Desa 

sedangkan Belanja desa terdiri antara lain Bidang Penyelenggaraan 

Pemerintah, Bidang Pelaksanaan Pemerintah Desa, Bidang Pembinaan 

Kemasyarakatan, dan Bidang Pemberdayaan Kemasyarakatan. Pada Tahun 

2016 dan 2017 pendapatan dan belaja selalu mengalami perbedaan baik 

dari yang dianggarakan maupun yang terealisasi terutama dalam 

pendapatan alokasi dana desa maka dari itu sehingga anggaran pendapatan 

pada tahun 2016 dan tahun 2017 selalu mengalami penurunan baik dari 

bidang pendapatan yang dianggarkan maupun yang teralisasi  begitu pula 

dengan bidang anggaran belanja desa Prabumenang baik yang di 

anggarakan maupun yang teralisasi sehingga  terjadinya defisit pada 

anggaran pendapatan dan belanja desa pada tahun 2016-2017 yaitu sebesar 

Rp 3,006,000 dan Rp 7,744,000 sedangkan anggaran pendapatan dan 

belanja desa  yang teralisasi pada tahun 2016-2017 mengalami surplus 

sebesar Rp 82,960,000 dan Rp 20,921,000 berdasarkan data diatas maka 

apakah ada pertanggungjawaban pemerintahan desa atas kucuran dana 

tersebut ditambah dengan kantor desa yang pada saat itu belum di 

fungsikan dengan baik sehingga masyarakat desa susah untuk mengetahui 

mengenai APBDesa dan berapa kucuran dana yang dikeluarkan untuk 

bidang pembangunan yang ada di desa Prabumenang jika masyarakat desa 

tidak tahu mengenai informasi secara otomatis apakah partisipasi di desa 

 

7 



2 
 

xv 
 

Prabumenang sudah terlaksana dalam pengelolaan alokasi dana desa. 

Pengelolaan Alokasi Dana Desa merupakan suatu hal yang menarik untuk 

diteliti, masih banyak penyimpangan-penyimpangan dalam pengelolaan 

alokasi dana desa, seperti dilansir salah satu berita di internet sebagai 

berikut: 

          LAHAT – (lahataktual.com) Ketua Komisi Anti Korupsi Kabupaten 

Lahat Drs. Rangga Guritno, rabu (17/10) melaporkan Kejari Lahat dengan 

nomor laporan A1.007/KAK/39/10/2018 diterangkan rangga bahwa dalam 

pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Muara Lawai anggaran tahun 2017 

dalam temuannya adanya indikasi dugaan penyimpangan dan 

penyalahgunaan wewenang tugas” Rangga kepada wartawan (17/10). 

“Diungkap oleh Rangga pekerjaan Dana Desa di Desa Muara Lawai 

pada anggaran tahun 2017 adanya indikasi kerugian negara mencapai sekitar 

Rp 200 juta patut ditelusuri oleh pihak kejaksaan. 

Dalam temuan pekerjaan proyek dana desa alokasi dana desa anggaran 

tahun2017 di Desa Muara Lawai. Kecamatan Merapi Timur Kabupaten 

Lahat. Seperti pembangunan jalan setapak, tempat pemandian total indikasi 

dalam temuan sekitar hampir Rp 200 juta tidak bisa di 

petanggungjawabkan” jelasnya. 

Bahwa ada temuan dari tim investigasi Komite Anti Korupsi ada 

indikasi kerugian keuangan negara. Namun saya tidak menyebutkan secara 

rinci berapa kerugiannya saya punya data pelampir” ujar aktivis anti korupsi 
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kepada wartawan (17/10) sambil melihat tanda terima dari sekretariat 

Kejaksaan Negeri Lahat. 

Rangga mengungkapkan kasus dana desa bahwa dalam pengelolaan alokasi 

dana desa dan dana desa di Desa Muara Lawai anggaran tahun 2017 adanya 

indikasi penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang dana desa tersebut” 

Rangga. Terpisah Kades Muara Lawai saat dihubungi wartawan rabu 

(17/10) ke nomor ponselnya 082282221XXX dalam nada sambungnya 

“nomor yang anda tuju tidak dapat dihubungi mohon periksa kembali please 

check again.”  

Desa Prabumenang merupakan salah satu desa yang mendapatkan 

alokasi dana desa (ADD) dari pemerintah pusat serta mendapatkan tugas 

untuk mengimplementasikan Alokasi Dana Desa Tahun 2016-2017 

sebagai pembangunan desa untuk mensejahterakan masyarakat yang mana 

pada perangkat desa masih belum memiliki kesiapan 100% untuk 

menggunakan Alokasi Dana Desa sebagai pembangunan desanya sesuai 

dengan peraturan pemerintah. 

Pengelolaan Alokasi Dana Desa penting yang baik sangat penting bagi 

kelangsungan dan perkembangan organisasi karena erat kaitannya dengan 

kelangsungan kesejahteraan masyarakat luas.    

Berdasarkan latar belakang diatas yang telah di uraikan maka akan 

muncul berbagai permasalahan yang ada dan sangat menarik untuk dikaji 

berkaitan dengan seluruh kegiatan yang didanai Alokasi Dana Desa 

(ADD) secara terbuka dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat yang 
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ada didesa dimana seluruh kegiatan harus dipertanggungjawabkan maka 

penulis akan membahas permasalahan yang ada secara menyeluruh sesuai 

dengan judul “Analisis Akuntabilitas, Transparasi, dan Partisipatif 

Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Desa Prabumenang Kecamatan 

Merapi Timur Kabupaten Lahat.” 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti merumuskan masalah 

bagaimana akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi pengelolaan alokasi 

dana desa di Desa Prabumenang Kecamatan Merapi Timur Kabupaten 

Lahat? 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan permasalahan diatas maka tujuan penelitian adalah 

untuk mengetahui akuntabilitas, transparasi, dan partisipatif pengelolaan 

alokasi dana desa di Desa Prabumenang Kecamatan Merapi Timur 

Kabupaten Lahat. 

D. Manfaat Penelitian 

1. Bagi Peneliti 

Penelitian ini diliakukan untuk melihat kemampuan ilmu yang di dapat 

dalam perkuliahan dan dapat mengetahui akuntabilitas, transparansi, 

dan partisipasi pengelolaan alokasi dana desa di Desa Prabumenang 

Kecamatan Merapi Timur Kabupaten Lahat. 

2. Bagi Pemerintahan Kecamatan Merapi Timur Kabupaten Lahat 
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Penelitian ini sangat bermanfaat bagi pemerintahan yang berada di 

Kecamatan Merapi Timur  sebagai masukkan dan saran untuk 

memperbaiki masalah dalam akuntabilitas, transparansi, dan partisipatif 

pengelolaan alokasi dana desa. 

3. Bagi Almamater 

Hasil penelitian ini dapat memberikan masukkan dan informasi yang 

bisa dijadikan bahan pertimbangan bagi penelitian lain yang berkaitan 

dengan permasalahan ini.  
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